KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

- PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR : 11/KB/KSDD-KTG/2021
NOMOR : 120.13/128/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua
Ribu Dua Puluh Satu (28-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

L.

II.

SUGIANTO SABRAN

GANJAR PRANOWO

. Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di

Jalan RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5
Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian
dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan
Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Masa Jabatan 2021 - 2024, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

: Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di

Jalan Pahlawan Nomor 9  Semarang,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29
Agustus 2018 tentang Pengesahan
Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa
Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun
2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang
memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang
pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang
pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan
pemenuhan pelayanan publik, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
364 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

4. Kerja Sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka
3 (tiga) merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan
pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah baik
potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk
dimanfaatkan bersama secara timbal balik yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran
pembangunan antar daerah dan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 68-92);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk
mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan dan

Pengembangan Potensi Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman
bagi PARA PIHAK untuk melaksanakansinergi program dan pengerahan
sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dalam rangkakerja
sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah masing-masing.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkeadilan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan pembangunan dan
pengembangan potensi daerah.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
usaha mikro, kecil dan menengah;

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
perindustrian dan perdagangan;

pendidikan dan pelatihan;

kehutanan dan perkebunan;

pertanian dan peternakan;

perikanan dan kelautan;

pariwisata dan kebudayaan;

pemberdayaan masyarakat dan desa;
transmigrasi dan ketenagakerjaan;
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bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan
PARA PIHAK.



Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam
bentuk Perjanjian Kerja Sama;

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat menguasakan kepada Kepala
Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan
Tengah;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Segala bentuk surat menyurat yang mengikat kedua belah pihak sebagai
akibat dari timbulnya Kesepakatan Bersama, ditujukan dengan alamat
tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Telepon : (0536) 3221716

Faksimili  : (0536) 3221716

Email : hubungankerjasama@gmail.com
PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan No. 9 Semarang

Telepon :(024) 8311174
Faksimili : (024) 8311266
Email : kerjasamajateng@gmail.com



(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka
perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku

efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan
pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang
diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani ditempat kedudukan
masing-masing PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap
2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

SEFULUIN RIBL RLIPIAH
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